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KATA PENGANTAR

Akreditasi adalah pengakuan terhadap perguruan tinggi atau program studi yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi atau program studi tersebut dalam melaksanakan program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkannya, telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Penetapan akreditasi oleh BAN-PT dilakukan dengan menilai proses dan kinerja serta keterkaitan antara tujuan, masukan, proses dan keluaran suatu perguruan tinggi atau program studi. Pada mulanya, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program diploma (S0) dan program doktor (S3). Kemudian pada tahun 2007 mulai menyelenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi.

Sejak dibentuk pada tahun 1994 sampai bulan Mei 2010, BAN-PT telah berhasil melakukan akreditasi terhadap 10.387 program studi dari perguruan tinggi negeri, swasta, keagamaan, dan kedinasan, yang meliputi program diploma, sarjana, magister, dan doktor, pada universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Dalam dua tahun terakhir telah pula dilakukan akreditasi terhadap 80 institusi perguruan tinggi negeri dan swasta.
Pengalaman dalam penyelenggaraan akreditasi program pendidikan profesi selama ini menunjukkan bahwa perangkat instrumen yang telah digunakan memerlukan perbaikan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan praktek-praktek proses akreditasi yang berlaku secara internasional (international best practices).  
Sehubungan dengan kekhasan Program PPG, maka BAN-PT sejak akhir tahun 2009 mulai mengembangkan instrumen akreditasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sejalan dengan pendidikan profesi lain. Sebagai konsekuensinya instrumen atau borang akreditasi yang digunakan juga disesuaikan dengan kedua standar tersebut. BAN-PT membentuk suatu Tim Pengembang Instrumen Akreditasi Program PPG yang bertugas membantu BAN-PT menyiapkan instrumen dan prosedur akreditasi.

Pengembangan instrumen tersebut dilakukan bekerjasama dengan Tim Pengembang   Guru (PPG) Kemdiknas,  Asosiasi Profesi Guru Bidang Studi,  perwakilan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), para pakar pendidikan, serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang ada. Dengan diberlakukannya Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, maka penjaminan mutu eksternal dari Program PPG dilakukan melalui akreditasi dengan menggunakan standar itu. 
Dalam upaya tersebut Tim Pengembang telah berhasil menyusun perangkat instrumen akreditasi Program PPG yang terdiri atas:

	BUKU I
	–
	NASKAH AKADEMIK  

	BUKU II
	–
	STANDAR DAN PROSEDUR AKREDITASI 

	BUKU III A
	–
	BORANG  PROGRAM  PENDIDIKAN PROFESI GURU 

	BUKU III B
	–
	BORANG  UNIT PENGELOLA PROGRAM  PENDIDIKAN PROFESI GURU 

	BUKU IV
	–
	PANDUAN PENGISIAN BORANG AKREDITASI 

	BUKU V
	–
	PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI 

	BUKU VI A
	–
	MATRIKS PENILAIAN BORANG DAN EVALUASI DIRI PROGRAM PPG 

	BUKU VI B
	–
	MATRIKS PENILAIAN BORANG UNIT PENGELOLA PROGRAM PPG

	BUKU VII
	–
	PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN 

	BUKU VIII
	–
	PEDOMAN EVALUASI DIRI 


Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi juga telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Diharapkan perangkat instrumen akreditasi program PPG itu akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program pendidikan guru di seluruh Indonesia.
Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada Tim Pengembang Instrumen Akreditasi Program PPG yang telah menyusun perangkat instrumen akreditasi ini. 

Jakarta, 4 September 2010
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,

Kamanto Sunarto
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Peningkatan mutu lulusan pendidikan guru yang pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan mutu pendidikan, merupakan upaya yang terus menerus harus dilakukan oleh semua institusi pendidikan guru di Indonesia. Hal ini sejalan dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi yang mementingkan peningkatan mutu dan akuntabilitas pendidikan tinggi dan program studi. Agar mutu pendidikan guru dapat terjamin, maka dibutuhkan standar pendidikan profesi  guru yang menjadi panduan penyelenggaraan pendidikan guru. 
Pada tahun 2009 telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Program PPG, yang harus dipergunakan oleh semua LPTK di Indonesia. Untuk melakukan penilaian apakah suatu institusi pendidikan guru telah memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan, maka diperlukan proses akreditasi. Proses akreditasi bertujuan untuk memicu peningkatan mutu pendidikan, dan menilai apakah standar mutu yang telah ditetapkan telah terpenuhi. Sistem akreditasi yang akan dipergunakan harus disepakati dan dipercaya oleh institusi pendidikan, mahasiswa, organisasi profesi guru, masyarakat, dan sesuai dengan sistem pendidikan yang berlaku. Kepercayaan harus dibangun berdasarkan kompetensi akademik, efisiensi dan perlakuan yang sama. Karakteristik ini harus dipahami oleh semua pihak yang menggunakan lulusan program pendidikan guru, dan dengan demikian sistem ini harus transparan. Persatuan Guru Republik Indonesia, Asosiasi Guru Mata Pelajaran, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan guru, telah merintis upaya kemitraan strategis untuk menyusun instrumen akreditasi Program PPG. Upaya tersebut diawali dengan pembentukan Tim Pengembang Instrumen Akreditasi Program PPG yang bertugas menyusun instrumen dan prosedur akreditasi. 
Instrumen itu merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Instrumen akreditasi tahun 2010 ini telah disusun dengan mempertimbangkan perkembangan aspek legal peraturan perundang-undangan dan tuntutan praktek-praktek terbaik dalam proses akreditasi yang berlaku secara internasional (international best practices).  
B. Landasan Filosofis

Pendidikan merupakan kegiatan membangun bangsa untuk mampu berkembang menghadapi perubahan lingkungan dan masa depan yang tidak terkirakan. Dalam menghadapi lingkungan global, pembangunan suatu bangsa tidak hanya untuk kepentingan sempit bangsa itu sendiri, melainkan keseluruhan bangsa di dunia di mana dituntut adanya persaingan dan kolaborasi berdasarkan kesetaraan kemampuan. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang mampu berkembang, dan untuk itu diperlukan adanya guru profesional yang mempunyai peran utama dalam menghasilkan lulusan tersebut.
Berbagai pandangan dalam masyarakat dan kajian teoritis menunjukkan bahwa pada hakikatnya, pekerjaan guru dianggap sebagai pekerjaan yang mulia, yang sangat berperan dalam pengembangan sumber daya manusia. Sejalan dengan pandangan tersebut, dalam masyarakat Indonesia muncul ungkapan: ”guru dapat digugu dan ditiru”, meskipun akhir-akhir ini ungkapan tersebut seperti  kalimat klise yang maknanya tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Dari segi perubahan paradigma pendidikan, guru seyogyanya merupakan agen pembaharuan yang selalu mau dan mampu belajar. Perannya lebih sebagai fasilitator belajar daripada sebagai ahli materi yang menyampaikan ilmu kepada peserta didik. Sejalan dengan pandangan tersebut, yang layak menjadi guru adalah orang-orang pilihan yang mampu menjadi panutan bagi anak didiknya.

Untuk menghasilkan guru seperti yang digambarkan di atas, program pendidikan guru harus membenahi diri dalam seluruh komponen pendidikan, mulai dari rekrutmen, pengembangan program pendidikan, sampai pada lulusannya. Lembaga pendidikan guru yang menyelengarakan Program PPG mempunyai tanggung jawab lebih besar, karena harus menghasilkan lulusan dengan keahlian khusus yang akan melayani kebutuhan masyarakat dan bangsa sebagai agen pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal.

Sejalan dengan perkembangan lingkungan dan IPTEKS, lembaga penyelenggara Program PPG harus selalu berusaha menjamin mutu proses dan hasil pendidikannya dengan memenuhi standar yang ditentukan. Standar tersebut tidak hanya berskala lokal, melainkan juga dengan menggunakan perspektif global agar proses dan hasilnya setara dan memperoleh pengakuan internasional. Lembaga PPG tersebut perlu dipantau penyelenggaraan dan perkembangannya melalui program akreditasi.
C. Landasan Hukum 
Sistem akreditasi disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi dan proses.
Akreditasi Program PPG merujuk kepada: 

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan.
Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi  adalah sebagai berikut.
Pasal 60 

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.

(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61
(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi

(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berkaitan dengan standar pendidikan adalah sebagai berikut.
Pasal 4
Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 11
(1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

(3) Sertifikasi pendidikan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

Pasal 86
(1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

(2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. 

Pasal 87
(1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh :

a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;

b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi; dan

c. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal

(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.

(3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.

(5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88
(1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.

(2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

a.   berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.

b.   memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.
Pasal 4

(1) Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor  16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.
Pasal 1

(1) Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional.

(2) Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendidikan Guru Prajabatan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.
Pasal 1
Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

2. Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan yang selanjutnya disebut Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/DIV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang memenuhi syarat dan diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu pendidikan.

4. Matrikulasi adalah sejumlah mata kuliah yang wajib diikuti oleh peserta Program PPG yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi dan/atau kompetensi akademik kependidikan sebelum mengikuti Program PPG.

Pasal 3

(1) Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetepkan oleh Menteri.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. memiliki program studi kependidikan strata satu (S1) yang :

1. sama dengan Program PPG yang akan diselenggarakan;

2. terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai minimal B;

3. memiliki dosen tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) orang berkualifikasi doktor (S3) dengan jabatan akademik minimal Lektor, dan 4 (empat orang berkualifikasi Magister (S2) dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala berlatar belakang pendidikan sama dan/atau sesuai dengan Program PPG yang akan diselenggarakan, minimal salah satu latar belakang strata setiap dosen tersebut adalah bidang kependidikan.

b. memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menunjang penyelenggaraan Program PPG;
c. memiliki program peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional atau yang sejenis dan berfungsi efektif;

d. memiliki program dan jaringan kemitraan dengan sekolah-sekolah terakreditasi minimal B dan memenuhi persyaratan utnuk pelaksanaan program pengalaman lapangan (PPL);

e. memiliki laporan evaluasi diri dan penjaminan mutu berdasarkan fakta, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir.
D. Landasan Konseptual
Profesi adalah jabatan atau karir yang memerlukan persyaratan khusus, yaitu : 1) penguasaan pengetahuan akademik yang mendalam dan sistemik; 2) keterampilan klinis atau praktik dalam waktu yang panjang; 3) memberikan layanan sosial yang bersifat unik; 4) ada standar khusus untuk memasuki program pendidikan; 5) ada standar yang harus dipenuhi untuk kegiatan pengabdiannya; 6) ada kode etik yang harus dipatuhi; dan 7) ada kewenangan atau otonomi dalam melaksanakan tugasnya.
Keputusan Pemerintah yang menetapkan guru sebagai profesi, mempunyai dampak yang luas terutama dalam usaha mendidik atau mempersiapkan guru profesional. Keputusan tersebut sejalan dengan perubahan paradigma dari pengajaran yang lebih memusat pada kegiatan guru (teacher-centered activities) ke pembelajaran yang memusat pada  kegiatan peserta didik (student-centered activities). Paradigma pembelajaran baru tersebut menuntut adanya perlakuan yang terdeferensiasikan untuk perkembangan potensi masing-masing peserta didik secara optimal.

Perubahan paradigma tersebut mengikuti berbagai perkembangan, meliputi : perkembangan IPTEKS, perkembangan politik (kebijakan desentralisasi), perkembangan lingkungan dan perkembangan pribadi peserta didik.  Perkembangan IPTEKS yang begitu pesat tidak memungkinkan materi ilmu pengetahuan untuk dipelajari dalam lingkungan sekolah dengan waktu yang terbatas, oleh karena itu diperlukan agar pembelajaran di satuan pendidikan ditekankan pada kemampuan belajar untuk belajar (learning how to learn). Perkembangan politik yang mendesentralisasi pelaksanaan pendidikan dan memberikan otonomi kepada pergururan tinggi untuk mengembangkan kurikulum sendiri, menuntut adanya kompetensi yang memenuhi standar nasional pada tiap daerah. Perkembangan lingkungan yang antara lain merupakan dampak dari globalisasi, menuntut adanya penyesuaian kegiatan yang beragam dan yang dilaksanakan terus menerus. Perkembangan pribadi peserta didik yang beragam dan diarahkan pada pembudayaan dan pemberdayaan masing-masing dari mereka.

E.  Profesi Guru

Guru sebagai profesi merupakan agen pembelajaran yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas mengelola interaksi dengan peserta didik, sesama peserta didik, dan peserta didik dengan sumber belajar lain. Dalam melaksanakan tugasnya guru harus mampu memahami peserta didik, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan.  
Sebagai seorang profesional, guru harus mengenal siapa dirinya, kekuatan, kelemahan, dan arah pengembangan dirinya. Dunia yang selalu berubah menyebabkan tuntutan yang dinamis pula terhadap kecakapan guru. Karenanya guru harus pandai memilih strategi yang efektif untuk mengembangkan diri secara terus menerus. 
Kepribadian guru merupakan hasil pembentukan pengalaman belajar yang bukan hanya terjadi dalam proses pembelajaran secara langsung, tetapi terintegrasi dari dampak ikutan (nurturant effect) kegiatan pembelajaran dan pengalaman panjang sebelumnya. 
Kemampuan guru berinteraksi dengan peserta didik adalah suatu proses transaksional yang sangat khas dan non-rutin. Hal ini berbeda dengan interaksi guru dengan sejawat, orang tua, dan masyarakat sekitar yang bersifat kontekstual. Sifat dan kualitas interaksi antara guru dengan peserta didik menuntut kecakapan memilih strategi yang relevan karena sifat interaksi berkembang secara dinamis. Sementara karakteristik peserta didik dengan siapa guru berkomunikasi berbeda satu dengan lainnya baik karena faktor budaya, usia, maupun kedudukannya. 
Tuntutan untuk menghasilkan guru yang profesional, mengharuskan LPTK penyelenggara memiliki visi yang jelas dengan dilandasi prinsip “good university governance” dan memiliki kapasitas yang menjamin keprofesionalan lulusannya. Dengan kata lain kapasitas LPTK penyelenggara baik sumber daya manusia, yaitu dosen, tenaga kependidikan, tenaga pendukung lainnya, maupun sarana dan prasarana, serta berbagai perangkat keras dan perangkat lunak harus tersedia dengan baik. Di samping itu harus disiapkan secara sungguh-sungguh hal-hal lain yang menjamin mutu suatu program pendidikan termasuk sistem rekrutmen calon mahasiswa yang dilaksanakan secara selektif, kurikulum, suasana akademik, penetapan tuntutan kelulusan dan prosedur evaluasi yang obyektif dan transparan dengan didukung oleh suatu sistem penjaminan mutu. 

BAB II
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU

A. Pengantar 


Peningkatan mutu pendidikan merupakan tujuan utama pendidikan guru. Guru yang bermutu, yaitu yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan, merupakan kunci untuk peningkatan mutu pendidikan.  Untuk itu diselenggarakan Program PPG yang ditujukan secara umum  untuk menghasilkan guru yang memiliki kemampuan mewujudkan fungsi  pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik serta mencapai standar pendidikan yang telah ditetapkan, Program PPG harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, program studi harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar, program studi akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai penyelenggara program akademik-profesional yang dikelolanya, dan turut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan tersebut di atas, BAN-PT menyusun instrumen akreditasi bagi semua Program PPG dari semua institusi pendidikan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Akreditasi Program PPG merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen terhadap standar yang telah ditetapkan. Kriteria untuk mengevaluasi dan menilai komitmen tersebut dijabarkan dalam sejumlah standar akreditasi beserta parameternya. 

B. Standar Kompetensi Guru 

Standar kompetensi terdiri dari empat area kompetensi yang diturunkan dari Undang-Undang Guru dan Dosen, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Permen Nomor 16 Tahun 2007, yang meliputi kompetensi sebagai berkut. 
Kompetensi Pedagogik 
1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural,  emosional, dan intelektual. 

2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 

3. Menguasai kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. 

4. Terampil melakukan kegiatan pengembangan yang mendidik 

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan     penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. 

6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan     berbagai potensi yang dimiliki. 

7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.

8. Terampil melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar 

9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 

10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 
Kompetensi Kepribadian 
1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan     nasional Indonesia. 

2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 

3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan     berwibawa. 

4. Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. 

5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 
Kompetensi Sosial 
1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.

2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik,    tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.

3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang     memiliki keragaman sosial budaya. 

4. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan     dan tulisan atau bentuk lain. 
Kompetensi Profesional 
1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung     mata pelajaran yang diampu.

2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang     pengembangan yang diampu. 

3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.

4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan     tindakan reflektif. 

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. 
Dalam praktek, keempat kelompok kompetensi guru tersebut tercermin secara integratif dalam kinerja guru. Oleh karena itu,  sebagaimana yang dipaparkan dalam Naskah Akademik Pendidikan Profesional Guru (Ditjen Dikti, 2006), sosok utuh kompetensi guru dapat dipilah sebagai berikut :

1. Mengenal peserta didik secara mendalam.

2. Menguasai bidang studi, baik disiplin ilmu maupun materi pembelajaran dalam kurikulum sekolah.

3. Mengelola pembelajaran yang mendidik, yang meliputi merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai proses dan hasil belajar, serta menindaklanjuti hasil penilaian untuk perbaikan berkelanjutan.

4. Mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.
Keempat kelompok kompetensi ini merupakan ”the scientific basis of the art of teaching”, yaitu kompetensi akademik atau “ilmu” yang harus dikuasai oleh seorang guru. Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 6, yang antara lain menetapkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik, maka  sebelum mengikuti program untuk mendapatkan sertifikat pendidik, guru harus menguasai kompetensi akademik ini. Selanjutnya, agar layak menjadi guru dan memperoleh sertifikat pendidik, setiap guru harus mampu menerapkan kompetensi akademik ini dalam konteks otentik di sekolah. Jika ini sudah dikuasai oleh para guru berarti guru sudah menguasai kompetensi profesional dan layak mendapat sertifikat pendidik.
Standar kompetensi guru tersebut dikembangkan menjadi kompetensi inti guru PAUD/TK/RA,  guru kelas SD/MI; dan guru mata pelajaran di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK, yang meliputi 24 kompetensi inti dan dirinci berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Standar Pendidikan Profesi Guru  
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, kompetensi profesi guru dicapai melalui pendidikan akademik guru melalui pendidikan formal, atau melalui uji kelayakan dan kesetaraan dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi. 
Standar Program PPG adalah acuan bagi setiap institusi pendidikan profesi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan dan untuk menjamin mutu praktik pendidikan.  Standar ini juga adalah perangkat untuk: (1) penyetaraan mutu pendidikan guru yang dibuat dan disepakati bersama oleh stakeholder pendidikan guru, (2) menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai kompetensi, (3) digunakan sebagai standar pendidikan, yang dapat pula digunakan oleh institusi pendidikan untuk menilai dirinya sendiri,  serta (4) dasar perencanaan program perbaikan mutu proses pendidikan secara berkelanjutan. 
Komponen Standar Program PPG meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta evaluasi proses pendidikan. Standar masing-masing komponen pendidikan tersebut harus selalu ditingkatkan secara berencana dan berkala mengikuti perkembangan sains dan teknologi, perkembangan ilmu dan teknologi pendidikan  dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan. 

D. Kurikulum Pendidikan Profesi Guru
Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan sendiri oleh masing-masing perguruan tinggi,  sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk  mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan demikian masing-masing LPTK yang menyelenggarakan Program PPG dapat menyusun sendiri kurikulumnya, baik kurikulum Program PPG pasca S1 Kependidikan maupun Kurikulum Program PPG pasca S1/D-IV Non Kependidikan. Namun untuk menjaga kesetaraan dan kredibilitas,  LPTK penyelenggara perlu melakukan kerjasama dalam pengembangan kurikulum dengan melibatkan organisasi profesi dan pengguna lulusan, serta dengan mengadakan pengkajian tentang  kebuthan dan latar belakang calon guru. Dengan kerjasama ini diharapkan mutu dan kesesuaian Program PPG dapat dijaga, demikian pula mutu LPTK penyelenggara. 
Mengingat bahwa mahasiswa yang mengikuti Program PPG berasal dari jalur akademik kependidikan dan non-kependidikan, maka kurikulum PPG dikembangkan sesuai dengan latar belakang pendidikan akademik tersebut.

Berdasarkan perbedaan kompetensi lulusan S1 Kependidikan dan S1/D-IV Non-Kependidikan tersebut maka pada Program PPG untuk lulusan S1 Kependidikan perlu diberikan pemantapan mata kuliah bidang studi. Sedangkan Program PPG untuk lulusan S1/D-IV Non Kependidikan perlu diberikan matrikulasi mata kuliah akademik kependidikan (pedagogik). Struktur kurikulum Program PPG pasca S1 Kependidikan dan S1/D-IV Non Kependidikan meliputi pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (subject specific pedagogy) dan PPL kependidikan. Subject specific pedagogy  merupakan mata kuliah pengemasan materi bidang studi menjadi perangkat pembelajaran yang komperehensif, mencakup: standar kompetensi, materi, strategi, metode, media, serta evaluasi.

Pengembangan kurikulum Program PPG paling tidak harus mengacu pada kompetensi dalam melakukan perencaanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Keseluruhan kompetensi tersebut  harus diperoleh melalui pendekatan klinis atau praktis melalui pelaksanaan kegiatan laboratorik dan pengalaman nyata pada satuan pendidikan tertentu.
Kurikulum Program PPG mensyaratkan pula program matrikulasi, yaitu sejumlah mata kuliah yang wajib diikuti oleh peserta Program PPG yang sudah dinyatakan lulus seleksi. Program matrikulasi itu dimaksudkan untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi dan/atau kompetensi akademik kependidikan sebelum mengikuti Program PPG.
Beban Program PPG berbeda untuk berbagai tugas pembelajaran. Pada PPG PAUD dan PPG SD, menempuh 18 s/d 20 SKS atau minimal satu semester, sedangkan untuk PPG guru mata pelajaran (SMP, SMA, SMK) menempuh 36 s.d. 40 SKS atau minimal 2 semester.
E. Pedoman Penyelenggaraan 
Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang memenuhi persyaratan dan  ditugasi oleh Menteri Pendidikan Nasional. Institusi tersebut harus memiliki struktur organisasi, uraian tugas, tatakerja dan program kerja yang jelas. Institusi dapat merupakan suatu universitas atau bagian dari universitas yang berupa fakultas. 
LPTK harus memiliki sumber-sumber pembiayaan, baik dari mahasiswa maupun dari sumber-sumber lain, yang menjamin tercapainya visi, misi, dan tujuan, serta mempunyai dokumen rencana kegiatan dan rencana anggaran.
BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI 
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
Akreditasi bertujuan untuk melakukan evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen Program PPG terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, yang mencerminkan kelayakan tahap akademik dan profesinya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi Program PPG dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program  studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar pendidikan profesi yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh Program PPG yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi Program PPG.

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu Program PPG berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi Program PPG adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa Program PPG yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan Program PPG yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.

2. Mendorong Program PPG untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi

3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.
Mutu Program PPG merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu. 

BAB IV
ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI 
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
A.  Pengantar
Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi Program PPG terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu oleh asesor, Program PPG  yang diakreditasi, dan BAN-PT sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) standar akreditasi Program PPG yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan  Program PPG; (2) prosedur akreditasi  Program PPG yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi Program PPG; (3) instrumen akreditasi Program PPG yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu Program PPG, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan (4) kode etik akreditasi  Program PPG yang merupakan aturan main untuk menjamin kelancaran dan objektivitas proses dan hasil akreditasi  Program PPG.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi Program PPG; Buku IIIA membahas instrumen akreditasi dalam bentuk borang akreditasi Program PPG; Buku IIIB membahas  borang unit pengelola Program PPG; Buku IV adalah panduan pengisian borang akreditasi; Buku V adalah pedoman penilaian instrumen akreditasi; Buku VIA adalah matriks penilaian borang dan evaluasi diri Program PPG; Buku VIB adalah matriks penilaian borang unit pengelola  Program PPG; Buku VII adalah pedoman asesmen lapangan, dan Buku VIII adalah pedoman evaluasi diri. Kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan tersendiri dalam buku Kode Etik Akreditasi.

B. Standar Akreditasi Program Pendidikan Profesi Guru
Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program pendidikan. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan tenaga kependidikan Program PPG, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan Program PPG, (3) penetapan kelayakan Program PPG untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu  Program PPG.   

Standar akreditasi Program PPG mencakup standar-standar berikut. 
Standar 1.  Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian
Standar 2.  Tata pamong,  kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu
Standar 3.  Mahasiswa dan lulusan 

Standar 4.  Sumber daya manusia 

Standar 5.  Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar 6.  Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
Standar 7.  Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
Standar tersebut diintegrasikan dengan standar Program PPG Indonesia yang terdiri atas empat standar kompetensi, serta dengan mengacu pada standar internasional pendidikan profesi guru yang berlaku pada kebanyakan negara maju. Standar tersebut meliputi: (1) watak, pengetahuan dan keterampilan calon guru; (2) kapasitas unit dan asesmen program; (3) praktik klinis dan pengalaman lapangan; (4) keanekaragaman dalam pengelolaan program; (5) kualifikasi, kinerja dan pengembangan dosen; (6) tatakelola unit dan sumber. (NCATE, 2003) 
Asesmen kinerja Program PPG didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi Program PPG yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan Program PPG  dari pejabat yang berwenang.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.
Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaiannya
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi Program PPG untuk meraih cita-cita pendidikan di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Keberhasilan di salah satu sub-sistem berkontribusi terhadap dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang lain, sehingga keseluruhan sistem berhasil dengan baik. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (platitude). 
Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi pelaksanaannya merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari Program PPG sarjana pendidikan dan Program PPG  yang bersangkutan.

Standar 2: Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong (governance), kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program pendidkan profesi  sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan  dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan Program PPG   dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara Program PPG dengan para pemangku kepentingan, termasuk para mitra. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik. 
Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, proses, dan atau kegiatan serta orang. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Program PPG secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, dampak, dan balikan yang menjamin mutu penyelenggaraan. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan perbaikan mutu secara berkelanjutan   pada semua rangkaian sistem manajemen mutu  dalam rangka memenuhi kepuasan pemakai lulusan. 
Untuk mengelola Program PPG, LPTK harus memiliki program studi kependidikan strata satu yang sesuai dengan Program PPG, sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan, program peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional atau yang sejenis, dan jaringan kemitraan dengan sekolah-sekolah mitra yang memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan program pengalaman lapangan. 
Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan
Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa, dalam hal ini calon guru. Program PPG harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan adil. Di dalam standar ini Program PPG harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan program dalam rangka menanamkan kompetensi lulusan yang mampu memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan, serta mampu menghadapi persaingan bangsa. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya Program PPG memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya. Termasuk di dalamnya segala kegiatan yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (outcome). 
Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik yang bermutu tinggi. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.
Seleksi dan penerimaan mahasiswa baru program PPG ditujukan untuk mendapat mahasiswa yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
a. Lulus dari program pendidikan sarjana kependidikan atau sarjana/D-IV non-kependidikan.

b. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa yang diadakan oleh institusi pendidikan yang bersangkutan, yang meliputi tes akademik (matrikulasi bagi Sarjana/D-IV non-kependidikan) atau memiliki prestasi khusus, tes psikologi, dan tes kermampuan bahasa Indonesia dan Inggris.

Jumlah mahasiswa baru setiap angkatan didasarkan pada:

· Jumlah dosen (sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh).
· Kuota yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti.
· Sarana dan prasarana pendidikan.

· Daya tampung sekolah laboratorium dan satuan pendidikan mitra.  
Rasio dosen terhadap mahasiswa untuk tahap Program PPG satu dosen membimbing sebanyak-banyaknya 5 mahasiswa.
Pelayanan akademik mahasiswa disediakan dalam bentuk pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa. 

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh Program PPG, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk hard skills dan soft skills sebagaimana dinyatakan dalam Standar Kompetensi Guru serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program PPG yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai human capital bagi program pendidikan yang bersangkutan. 
Standar 4. Sumber Daya Manusia
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu sumberdaya manusia yang andal dan mampu menjamin mutu pengelolaan Program PPG sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Program PPG harus mendayagunakan sumber daya manusia yang meliputi dosen dan tenaga kependidikan yang layak, kompeten, relevan dan andal. Dosen merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pembentukan nilai tambah yang bermutu pada diri mahasiswa dan bidang ilmu yang diampunya, serta kesejahteraan masyarakat.  
Program pendidikan merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program pendidikan menjalin kemitraan dengan Program PPG dan lembaga lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap yang sangat dibutuhkan.
Program PPG yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program pendidikan yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program yang ada. 

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
Standar ini merupakan acuan keunggulan dalam menilai mutu kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik, yang dirancang untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik dan profesional di program pendidikan profesi guru (Program PPG). Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat profesi guru dan kebutuhan pemangku kepentingan atas tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup dengan memperhatikan standar mutu, visi, dan misi program pendidikan. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, Program PPG menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tataurutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu. Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada kondisi lingkungan. 
Isi kurikulum dapat berupa pengayaan bidang studi (subject enrichment) atau pengemasan bidang studi untuk pembelajaran yang mendidik (subject specific pedagogy) tergantung latar belakang akademik mahasiswa. Metode pembelajaran diutamakan dalam bentuk lokakarya untuk menerapkan seluruh pengetahuan, sikap dan keterampilan secara terintegrasi, dan pengalaman klinis atau praktik dalam kondisi otentik pada satuan pendidikan tertentu.  
Komponen penting dari setiap kurikulum Program PPG adalah cukup banyak tersedianya kesempatan bagi mahasiswa untuk mengadakan kontak efektif secara personal dengan peserta didik. Mahasiswa juga harus mendapat pengalaman belajar lapangan yang secara nyata termuat di dalam kurikulum.
Pelaksanaan pembelajaran harus menggunakan berbagai pendekatan yang berpusat pada mahasiswa (student-centered), strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, termasuk internet. 

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi mahasiswa, dan hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan agar mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan (criterion-referenced evaluation). Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi guru, kebutuhan remedial, serta meta-evaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber, untuk meningkatkan mutu kegiatan belajar, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi
Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan Program PPG. 

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Program PPG yang bermutu sebagai program dari lembaga nirlaba. 

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan proses PPG sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan yang bersifat mobil (dapat dipindah-pindahkan), antara lain komputer, peralatan dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, laboratorium micro teaching, laboratorium sumber belajar, perpustakaan dengan koleksi yang cukup, kantor, dan lingkungan akademik lainnya, dalam rangka mencapai standar kompetensi guru. 
Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan PPG yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan, lahan percobaan, dan fasilitas lainnya.  Untuk pendidikan klinis sarana yang sangat penting bagi pencapaian kompetensi adalah sekolah/satuan pendidikan laboratorium dan sekolah/satuan pendidikan mitra, di samping laboratorium yang berupa  ruang observasi dan demonstrasi atau laboratorium micro teaching.
Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga mampu mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan secara efektif. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana (khususnya sekolah/satuan pendidikan laboratorium dan sekolah/satuan pendidikan mitra) sangat penting untuk menjamin mutu penyelenggaraan Program PPG secara berkelanjutan. 

Sistem pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu penyelenggaraan Program PPG.

Standar 7:  Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu Program PPG. 
Penelitian adalah salah satu tugas pokok yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Program pendidikan harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki peta jalan (road-map), melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program pendidikan. 

Program pendidikan menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program pendidikan memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.

Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program PPG yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan program-program akademik dan profesi.  Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan sebagai perwujudan akuntabilitas sebagai lembaga nirlaba.  Program PPG yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program-program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif dosen, guru pamong dan mahasiswa dalam meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya yang ada. 

Akuntabilitas pelaksanaan penelitian dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

C. Instrumen Akreditasi Program PPG
Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi Program PPG dikembangkan berdasarkan standar, elemen dan butir penilaian seperti dijelaskan dalam Bagian A dari bab ini. Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan elemen serta butir yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program pendidikan/Program PPG dalam instrumen yang berbentuk evaluasi diri dan borang. 

Evaluasi-diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan Program PPG.  Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi. 
Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa laporan diri (self-report) dari Program PPG yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi Program PPG yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan Program PPG secara berkelanjutan. 
Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi Program PPG. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi. 

Program pendidikan mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: relevansi (relevance), suasana akademik (academic atmosphere), pengelolaan internal dan organisasi (internal management and organization), keberlanjutan (sustainability), efisiensi (efficiency), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (leadership), pemerataan (equity), dan tata pamong (governance). 
Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku III dan Buku IV.
D. Kode Etik Akreditasi Program PPG
Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor,  program pendidikan/Program PPG yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat BAN-PT. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak layak dilakukan oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis peguruan tinggi dan program pendidikan/Program PPG. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program pendidikan/Program PPG.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi dalam hal ini Program PPG yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi di luar institusi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi kepada stakeholders (pemangku kepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Program PPG.
Asesmen kecukupan adalah pengkajian (review), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh Program PPG di dalam evaluasi-diri dan borang, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat Program PPG yang diakreditasi.
Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat Program PPG yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan validasi, serta melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam instrumen akreditasi yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah lembaga yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi, maupun program pendidikan profesi.
Borang adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir, berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program atau institusi.
Daya tampung adalah jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan persyaratan ideal seperti yang telah ditetapkan dalam standar. 
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 
Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Elemen penilaian   bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program pendidikan atau institusi.
Evaluasi-diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program pendidikannya.  Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi. 
Institusi penyelenggara Program PPG adalah perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. 
Kegiatan terbaik (Best Practices) adalah kegiatan unik terbaik yang mencerminkan tradisi dan etos lokal dari masing-masing institusi dalam meningkatkan mutu layanan yang terus menerus (continuous improvement) untuk mencapai visi institusi.  
Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi, program studi maupun program pendidikan profesi untuk mewujudkan visi institusi atau program tersebut. 
Program PPG adalah program pendidikan profesi yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 
Standar akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program pendidikan. 
Standar kompetensi adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005).
Standar kompetensi guru adalah standar nasional keluaran/lulusan program PPG yang mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi, kompetensi sosial dan kompetensi akademik yang dipersyaratkan.

Standar pendidikan profesi guru adalah standar minimal yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan  dalam menjalankan Program PPG.
Tata pamong [governance] adalah sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program pendidikan, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong dalam kegiatan bisnis, dan komunitas di luar lingkungan akademik.
Tim asesor adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh BAN-PT untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi. 
Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peran yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peran yang akan dicapai oleh suatu  perguruan tinggi atau program pendidikan. 
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